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RINGKASAN 
 

Lembaga keuangan perbankan/non-bank berperan dalam usaha-usaha yang dilaksanakan dengan 
menghimpun dana-dana jangka menengah dan jangka panjang dengan jalan memberikan kredit 

jangka menengah dan panjang kepada perusahaan- perusahaan atau proyek-proyek, baik yang 

dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Keuangan non-bank yang berkembang cukup pesat 

diiringi dengan transaksi dalam bentuk shadow banking yang berdampak sebagai saingan bank 
dalam intermediasi kredit kepada rumah tangga dan bisnis, serta sekelompok jaringan lembaga 

keuangan khusus yang menyalurkan dana dari pihak ketiga kepada investor melalui berbagai 

teknik pendanaan sekuritisasi yang mana teknik sekuritisasi ini secara luas diakui sebagai 
inovasi keuangan yang menciptakan risiko kredit yang umumnya terkait dengan stabilitas sistem 

keuangan dan ekonomi riil. Pada intinya, shadow banking adalah lembaga nonbank yang 

beroperasi layaknya perbankan, yakni menghimpun dana, memberi kredit dengan bunga yang 

tinggi namun dengan syarat yang lebih mudah untuk dipenuhi dibandingkan dengan syarat yang 
diwajibkan oleh perbankan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan 

perundang-undangan digunakan untuk memetakan landasan kewenangan pemerintah dalam 

mengatur mengenai Praktik Perbankan, Peran Otoritas Jasa Keuangan, dan praktik shadow 
banking yang tengah terjadi dengan mengupayakan solusi bentuk peraturan yang harusnya 

disusun OJK guna mengontrol praktik tersebut, dengan salah satunya berkenaan dengan 

ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK No. 13/POJK.03/2021 tentang 
Penyelenggaraan Produk Bank Umum. 

 

Kata kunci: Penguatan Lembaga Keuangan, POJK, Shadow Banking 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan kedudukannya di Indonesia, lembaga keuangan terbagi menjadi lembaga keuangan bank 

dan non bank. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang memiliki kegiatan menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan menyalurkan dana kepada masyarakat 

bagi yang memerlukan dana dalam bentuk kredit. Menurut para ahli, bank didefinisikan sebagai 

lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-

badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang 

dimilikinya.1 

Peran bank sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena bank memiliki peran untuk 

pengendalian stabilitas keuangan, pengendalian inflasi, dan pengaturan sistem pembayaran. Dengan 

semakin kompleksnya produk dan aktivitas bank, maka risiko yang dihadapi bank akan semakin 

meningkat, sehingga perlu diimbangi dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai.2 

Di dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan biasanya pihak nasabah dengan bank mengadakan 

suatu perjanjian yang berisi kesepakatan antara bank dengan nasabah di dalam melakukan suatu 

transaksi perbankan. Perjanjian tersebut dapat berupa antara pihak bank dengan nasabah penyimpan 

dana (kreditur) ataupun dengan nasabah peminjam dana (debitur). 

 

Sedangkan Lembaga Keuangan Non-Bank terdiri atas perasuransian, dana pensiun, lembaga 

pembiayaan, lembaga jasa keuangan khusus, dan lembaga keuangan mikro. Industri ini mencatatkan 

kinerja yang baik dilihat dari tingkat Risk-Based Capital (RBC) juga terjaga pada tingkat yang 

memadai melebihi ketentuan minimum, gearing ratio industri pembiayaan.3Secara umum Lembaga 

keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dengan cara mengeluarkan 

surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Proses penyaluran dapat terjadi secara 

langsung ataupun tidak langsung. Praktik perbankan di Indonesia dibayang-bayangi oleh 

kemunculan praktek shadow banking (perbankan bayangan). Shadow banking di Indonesia telah 

dirasakan cukup kuat sehingga beberapa pihak mulai mendesak pemerintah agar segera menetapkan 

regulasi dan supervisi secara ketat terhadap praktek shadow banking di Indonesia. Secara sederhana, 

shadow banking adalah saingan bank dalam intermediasi kredit kepada rumah tangga dan bisnis, 

                                                             
1 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Ed.2, 

hlm.7 
2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 

tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum konsideran butir (a) 
3 https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/tentang/Pages/IKNB.aspx 

http://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/tentang/Pages/IKNB.aspx
http://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/tentang/Pages/IKNB.aspx
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serta sekelompok jaringan lembaga keuangan khusus yang menyalurkan dana dari pihak ketiga 

kepada investor melalui berbagai teknik pendanaan sekuritisasi yang mana teknik sekuritisasi ini 

secara luas diakui sebagai inovasi keuangan yang menciptakan risiko kredit yang umumnya terkait 

dengan stabilitas sistem keuangan dan ekonomi riil.4 

Sedangkan di Indonesia sendiri, istilah shadow banking lebih mewakili praktek-praktek pembiayaan 

atau multifinance, lembaga keuangan mikro, reksadana, hedge fund, dan lain sebagainya. Pada 

intinya, shadow banking adalah lembaga nonbank yang beroperasi layaknya perbankan, yakni 

menghimpun dana, memberi kredit dengan bunga yang tinggi namun dengan syarat yang lebih mudah 

untuk dipenuhi dibandingkan dengan syarat yang diwajibkan oleh perbankan. Pemerintah, dalam hal 

ini kementrian keuangan menganggap shadow banking dapat mengganggu stabilitas perekonomian 

Indonesia. Salah satu alasannya dikarenakan shadow banking memberikan kredit dengan bunga 

tinggi namun persyaratan yang diajukan cenderung lebih mudah, hal ini tentu saja menyebabkan 

potensi Non Performing Loan (NPL).5 

POJK Penyelenggaraan Produk Bank menekankan pentingnya akselerasi transformasi digital yang 

dapat menjadi insentif bagi bank dalam mendorong inovasi produk perbankan sehingga dapat 

mencapai level skala ekonomi yang lebih tinggi, dan menjadi panduan dalam pengembangan industri 

perbankan, khususnya aspek kelembagaan. Dengan pendekatan perizinan baru ini, menciptakan 

level of playing field yang sama dalam industri perbankan, membuka ruang inovasi dalam 

pemanfaatan teknologi informasi, dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung time to market produk 

bank yang lebih cepat, sehingga bank tetap dapat memiliki daya saing yang tinggi di tengah 

maraknya shadow banking berbasis IT. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka kami 

tertarik menyusun peneltian dengan judul “Penguatan Penanganan Lembaga Jasa Keuangan Di 

Tengah Maraknya Shadow Banking Berbasis IT”. 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan/Isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu, Bagaimanakah Penguatan 

Penanganan Lembaga Jasa Keuangan Di Tengah Maraknya Shadow Banking Berbasis IT? 

 

 

 

                                                             
4 Zoltan Pozsar, Tobias Adrian, Adam Ashcraft, dan Hayley Boesky, Shadow Banking: Federal Reserve Bank 

of New York Staff Report No. 458, 2010, hlm. 12. 

5 Ibid, hlm. 13. 

 



 7 

C. Tujuan Khusus 

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi problem sosial isu shadow banking, khususnya dalam 

implementasi ilmu hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan 

hukum terhadap masyarakat dan unsur/instrumen pendukung lainnya.  

D. Urgensi/Keutamaan Penelitian 

Adapun urgensi penelitian ini adalah sebagai landasan di dalam membuat kebijakan- kebijakan 

6dalam upaya mengatasi problematika lembaga jasa keuangan sehingga mencegah tidak semakin 

meningkatnya perkara diperadilan untuk praktisi, akademisi  dan masyarakat. 

 

 

 

                                                             
6 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, SinarGrafika, Jakarta, 2011, hlm. 105 
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BAB II.  KEMAJUAN PELAKSANAAN DAN LUARAN 

 

A. Hasil Pelaksanaan Penelitian 

Hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan 

penelitian7 yaitu penguatan dalam perizinan dan penyelenggaraan produk bank dari 

semula menggunakan pendekatan modal inti (capital-based approval) menjadi 

pendekatan berbasis risiko (risk-based approval). POJK ini diterbitkan untuk 

menyesuaikan kebutuhan seiring kondisi dinamika global, perubahan landscape dan 

ekosistem perbankan. Hal ini juga untuk menjawab tantangan dan tuntutan pesatnya 

perkembangan teknologi informasi, sehingga diperlukan penerapan pola pengaturan 

berbasis prinsip (principle based) agar peraturan dapat lebih fleksibel (agile) dan   

mengantisipasi   perubahan   ke depan (forward looking) serta menjadi acuan yang 

menjaga kesinambungan operasi industri perbankan. 

 

Aturan ini juga menyasar aspek akselerasi transformasi digital yang memberikan ruang 

kepada bank untuk lebih inovatif dalam menerbitkan produk dan layanan digital tanpa 

mengabaikan aspek prudensial. Digitalisasi produk dan layanan perbankan ini 

selanjutnya diharapkan dapat mendukung efisiensi ekonomi dan inklusi keuangan. 

 

POJK ini mengatur mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, hingga penghentian produk 

bank. POJK ini juga memberi ruang inovasi bagi bank umum untuk memenuhi tuntutan 

dan ekspektasi masyarakat akan produk bank sesuai dengan kebutuhannya (customer 

centric). 

B. Status Luaran 

Status luaran penelitian ini yaitu para peneliti telah menentukan target artikel 

ilmiah proseding yang akan di presentasikan pada ULICOSs 2022 yang akan 

diselenggarakan oleh LPPM Unila. 

C. Kendala Pelaksanaan Penelitian 

Kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian ini adalah 

kurangnya informasi masyarakat terkait penelitian yang di teliti.  

                                                             
7 Abdulkadir Muhammad,HukumPerdata Indonesia, Pt.CitraAdityaBakti, Bandung,2010, hlm. 127. 
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BAB III. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA 
 

A. Rencana Pelaksanaan Penelitian 

Rencana penelitian ini akan dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:  

1. Persiapan: Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan data dan perencanaan anggaran 

biaya 

2. Penyesuaian Format Pengajuan Proposal 

3. Menginventarisir Bahan Hukum Yang Sesuai Dengan permasalahan berkenaan penguatan 

penanganan lembaga jasa keuangan di tengah maraknya shadow banking berbasis IT 

4. Mengumpulkan informasi/data lapangan berkenaan permasalahan yang diuraikan. 

5. Sharing/diskusi dengan masyarakat/pihak berkompeten terhadap hukum perbankan, 

upaya penyelesaian permasalahannya. 

6. SemHasil kegiatan dibukukan dalam bentuk laporan kegiatan dan keuangan disertai 

dokumentasi dan bukti nota pengeluaran biaya 

7. Meningkatkan publikasi kampus dan dosen dengan menyusun artikel ilmiah yang 

dipublikasikan/dipresentasikan di konferensi nasional/internesaional. 

8. Penulisan dan pengiriman artikel ilmiah. 

 

B. Rencana Penyelesaian Luaran 

Rencana penyelesaian luaran penelitian yaitu pembahasan penelitian diawali dari inventaris 

bahan hukum dan disusun sedemikian rupa dengan metode penelitian normatif (mengumpulkan 

bahan-bahan hukum yang ada), selain itu tidak hanya bahan hukum yang bersifat stagnan 

normatif/membaca aturan saja, tetapi dikaitkan dengan data lapangan yang ada yang bisa 

diakses bebas di intansi terkait Putusan Pengadilan, Naskah Akademik, dan Hasil Kajian Artikel 

Ilmiah topik berkenaan dengan kondisi lembaga keuangan Indonesia terhadap lembaga jasa 

keuangan , dan tentunya dilihat dari proses yang sudah terjadi saat ini, yang pada akhirnya 

dikerucutkan menjadi isu hukum/rumusan masalah yang menjelaskan hasil analisa penguatan 

penanganan lembaga keuangan ditengah maraknya shadow banking. 
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